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RINGKASAN

ANALISES DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
SEBAGA] IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG OTONOMI
DAERAH TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH DI JAWA TIMUR

Nurul Istifadah

Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Airlangga Surabaya

Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999, yaitu UU No.22 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah serta revisi UU Otonomi Daerah No. 32 dan UU
No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah pusat menyerahkan fungsi,
personil, dan aselnya kepada pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga
sistem pemerintahan menjadi lerdesentralisasi dibandingkan dengan sistem
sebelumnya yang lebih bersifat dekonsentrasi dan koadministrasi.

Ditinjau dari sisi administrasi pemerintahan, Undang-Undang Otonomi
Daerah telah memindahkan fungsi pemeriniah pusat kepada pemerintah daerah,
dengan pengecualian dalam hal pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri,
moneler, fiskal, hukum, dan urusan agama. Kekuasaan provinsi, kabupaten dan
kota meliputi seluruh sekior kewenangan administratif selain kewenangan yang
telah dijalankan oleh pemerintah pusat, termasuk pekerjaan publik, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, perianian, transportasi, industri dan perdagangan,
investasi, lingkungan hidup, urusan tanah, koperasi, dan tenaga kerja.

Sebagai dukungan atas pelimpahan tanggung jawab yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka diperlukan sumber fiskal yang
mampu menopang tanggung jawab tersebut. Sumber fiskal tersebut berupa pajak,
dana perimbangan, serta pinjaman. ‘Dana perimbangan adalah dana yang
bersumber dari penerimaan APBN. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi
hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

iii
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola struktur anggaran
pemerintah Jawa Timur setelah adanya kebijakan undang-undang otonomi daerah
tentanpg dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; (2)
mengidentifikasi perubahan yang mendasar pada sistem fiskal di Jawa Timur
selelah era olonomi daerah; (3) menganalisis pola struktur anggaran pemerintah
Jawa Timur yang berasalr dari dana DAU dan DAK; (4) menganalisis
permasalahan fiskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya undang-undang
tentang perimbangan keuangan aniara pemerintah pusat dan daerah di propinsi
Jawa Timur; dan (5) menganalisis proses kemandirian pemerimah propinsi Jawa
Timur terutama di bidang keuangan dengan adanya dana perimbangan antara
pemerintah pusat dan daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non eksperimental
eksplanatori. Data yang dipakai dalam penelilian ini adalah data sekunder.
Lokasi penelitian ditelapkan secara purposive di wilayah pemeriniah provinsi
Jawa Timur. Alasan pemilihan daerah penelitian ini adalah karena provinsi Jawa
Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai tingkat
pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terbesar diantara provinsi-provinsi
lain di Indonesia. Sehingga apabila pengaruh kebijakan yang diterapkan baik atau
buruk, maka akan berdampak cukup signifikan bagi perekonomian nasional secara
makro.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan pola
struktur anggaran dan sistem fiskal pemerintah Jawa Timur sebelum dan sesudah
kebijakan UU Otonomi Daerah tentang dana perimbangan keuangan antara
pemerintah pusal dan daerah, Namun dekimikian, tidak terdapal permasalahan
fiskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya UU tentang perimbangan
keuangan aniara pemerintah pusal dan daerah di Jawa Timur. Justru terdapat
performa yang semakin bagus dari sisi struktur penerimaan anggaran daerah Jawa
Timur, yailu dengan makin besarnya peran PAD menggantikan sumbangan dan
bantuan pmerintah pusat. Dengan adanya kebijakan tentang dana perimbangan

antara pemerintah pusat dan daerah dapat menciptakan proses kemandirian

iv
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pemerintah provinsi Jawa Timur terutama di bidang keuangan (anggaran
penerimaan).

Pemerintah daerah Jawa Timur semakin mempunyai keleluasaan dalam
penggunaan anggarannyd dan semakin sedikit kontrol dari pemerintah pusat
“terhadap penggunaan anggaran daerah. Adanya pelimpahan wewenang di bidang
angparan, yaitu sumber dana PAD dan dana perimbangan, maka pemerintah Jawa
Timur semakin memiliki kewenangan dalam menggunakan anggarannya untuk
kepentingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunannya. Namun
demikian, besarnya anggaran penerimaan yang diperoleh, baik dari PAD, DAU,
DAK maupun dari sumber-sumber yang lain hendaknya harus lebih elisien dalam
penggunaannya.
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SUMMARY

ANALYSIS OF DAU AND DAK IS CAUSED BY
THE IMPLEMENTATION OF LOCAL OTONOMY REGULATION
ABOUT THE BALANCING FUND FROM CENTRAL GOVERNMENT
TO LOCAL GOVERNMENT IN EAST JAVA PROVINCE

Nurul Istifadah

Departement of Economic, Airlangga University, Surabaya

Local Autonomy regulation, UU No. 22 about Local Government, UJU No.
25 about Balancing IFund from Central Government to local Government is
revised by UlJ No. 32/2004 and Ul No. 33/2004. lts explained that central
Bovernment gives its functions, customs, and assels authority to local government,
such as province and kabupaten/kota. Hence, government systems come (0 be
decentralize compare with before systems which is deconcentration and
coadministration.

Decentralization is supported by central government to local government,
which is need o fiscal sources. The sources is funding that come from income
APBN. The balancing fund is redistribuiion Jund from central government to
" local government such as Dana Alokasi Umum (DAU) and Dana Alokasi Khusus .
(DAK).

The purpose of this rescarch is to find out the inﬂuencés of budget
structure change in Last Java local government. This research observed the
change that is caused by the implementation at new local autonomy regulation in
Fast Java Province. This research investigates five issues those are : (1) the
structure jor last Java budget; (2) the change of the fiscal system; (3} the budget
structuture for the DAU and DAK; (4) the fiscal problem is caused by the local
autonomy policy implementation; and (5) the financial process of the budget is
replaced by balancing fund.
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The type of this research is qualitative non experimental expalatory. The
data is secondary. Location of research is given by purpossive region in kast
Java Province. By the reason of the location is becaused that the Kast Java
province is the bigger for the population, economic growth from the olhérs.

The research shows that the structure budget and fiscal system is different
since FEast Java have implemented the local autonomy policy implementation.
Meanwhile, there were not problem for the implication.

This research presents that the budget structure for the DAU usage
increase in Iast Java government, but is not receive for DAK. This situation is
caused by local autonomy policy implementation for the balancing fund.
However, the use of DAU must be efficient.

Also, this research found that the East Java Province have flexibility using
Jor their budget. The controlling from central government is limitation.

However, the use of incoming budget must be efficient.

Key words:  APBD (Local Budget), local autonomy, balancing fund, Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

Funded by DIPA Airlangga University
Number of SK Rector: 5633/JO3/PP/2005
Number of Contract : 989/J03.2/PG/2005 -
Date : 28 Juli 2005
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BAB 1
PENDAHULUAN

L Latar Belakang Permasalahan

Ketika otonomi daerah dicanangkan dan mulai diberlakukan pada 1
Januari 2001, banyak kalangan yang meragukan akan terjadinya perubahan yang
mendasar dan bersifat struktural. Hal ini karena para birokrat daerah sudah
terbiasa menunggu ‘petunjuk’ dan ‘tuntunan’ dari pusat. Pemerintah daerah
sudah terbiasa menggantungkan sumber pendanaan APBDnya dari pemerintah
pusat.

Pemerintah daerah mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap
pemerintah pusat terutama di bidang keuangan. Adanya sumber keuangan daerah
yang cukup besar yang berasal dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah
daerah kehilangan keleluasaan bertindak (local discretion) untuk mengambil
keputusan-keputusan penting. Demikian pula adanya campur tangan pemerintah
pusat yang tinggi terhadap pemerintah daerah.

Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999, yaitu UU No.22 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah serta revisi UU Otonomi Daerah No. 32 dan UU
No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah pusal menyerahkan [ungsi,
personil, dan asetnya kepada pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga
sistem pemerintahan menjadi terdesentralisasi dibandingkan dengan sistem
sebelumnya yang lebih bersifat dekonsentrasi dan koadministrasi.

Sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi mengandung banyak
pengertian. Leemans (1970), membedakan dua macam desentralisasi sebagai
representative local government dan field administration.  Maddick (1983)
mendefinisikan desentralisasi sebagai proses dekonsentrasi dan devolusi.
Devolusi adalah penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi
tertentu kepada pemerintah daerah (Kuncoro, 2002 : 3-4). Di Indonesia,
desentralisasi terfokus pada daerah tingkat kabupaten dan kota Sedangkan
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dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada
gubernur sebuah propinsi dan atau pejabat pemerintah pusat di propinsi.

Koadministrasi adalah pemerintah di tingkat lebih atas yang mengarahkan
bawahannya untuk mengambil alih tugas dan fungsi dari pemerintah di tingkat
yang lebih tinggi. Pemerintah yang lebih atas menentukan tujuan, menyediakan
biaya, infrastruktur, dan sumber daya manusianya. Sedangkan Pemerintah di
tingkat yang lebih bawah berkewajiban melaporkan kepada atasannya mengenai
pelaksanaan tugas atau fungsi yang telah diberikan (Kuncoro, 2004 : 21).

Ditinjau dari sisi administrasi pemerintahan, Undang-Undang Otonomi
Daerah telah memindahkan fungsi pemerintah puSat kepada pemerintah daerah,
dengan pengecualian dalam hal pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri,
moneler, fiskal, hukum, dan urusan agama. Kekuasaan provinsi, kabupaten dan
kota meliputi seluruh sektor kewenangan administratif selain kewenangan yang
telah dijalankan oleh pemerintah pusat, termasuk pekerjaan publik, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, transportasi, industri dan perdagangan,
investasi, lingkungan hidup, urusan tanah, koperasi, dan tenaga kerja.

Pemerintahan daerah di tingkat provinsi memiliki status ganda sebagai
daerah yang otonom dan sebagai perwakilan pemerintah pusal di daerah. Provinsi
sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur urusan-urusan
tertentu. Sedangkan provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat, melaksanakan
tugas administratif’ tertentu yang didelegasikan oleh Presiden kepada Gubernur
untuk mengatur hubungan antara kabupaten dan kota.

Pada era olonomi daerah ini, kabupaten dan kota akan menjadi ujung
tombak pembangunan nasional yang berada di daerah. Salah satu tujuan
diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah menjadikan
pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya sehingga pelayanan pemerintah dapat
dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini didasarkan asumsi bahwa
pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai
kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah,

Sebagai dukungan atas pelimpahan tanggung jawab yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka diperlukan sumber fiskal yang
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mampu menopang tanggung jawab tersebut. Sumber fiskal tersebut berupa pajak,
dana perimbangan, serta pinjaman. Dana perimbangan adalah dana yang
bersumber dari penerimaan APBN. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi
hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana bagi hasil dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. DAU merupakan block grant yang diberikan
kepada semua daerah (provinsi atau kabupaten / kota) untuk tujuan mengisi
kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan
formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan
bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada
daerah kaya (Sidik : 2003; Kuncoro : 2004). Sedangkan DAK ditujukan untuk
daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu lokasi yang
didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat
untuk tujuan nasional khusus (Kuncoro : 2004).

Adanya semanpat desentralisasi dan munculnya undang-undang otonomi
daerah, terutama undang-undang tentang dana perimbangan antara pemerintah
pusat dan daerah diharapkan akan membawa kemajuan dan kemandirian
pemerintah dacrah. Namun demikian tidak menutup kemungkinan munculnya
beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaannya. Untuk itu maka perlu
adanya suatu penelitian mendalam tentang pelaksanaan undang-undang otonomi
daerah khususnya yang berkaitan dengan dana perimbangan keuangan aniara
pemerintah pusat dan daerah, yang berupa dana bagi hasil, DAU dan DAK.

Daerah pengamatan yang diusulkan dalam penelitian ini adalah provinsi
Jawa Timur. Alasan pemilihan daerah pengamatan ini adalah karena provinsi
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai tingkat
periumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terbesar diantara provinsi-provinsi
lain di Indonesia. Sehingga apabila pengaruh kebijakan yang diterapkan baik atau
buruk, maka akan berdampak cukup signifikan bagi perekonomian nasional secara
makro.
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Rumusan Masalah

. Bagaimana pola strukiur anggaran pemerintah Jawa Timur setelah adanya

kebijakan undang-undang otonomi daerah tentang dana perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ?

Apakah terjadi perubahan yang mendasar pada sistem fiskal di Jawa Timur
setelah era otonomi daerah ?

Bagaimana pola struktur anggaran pemerintah Jawa Timur yang berasal dari
dana DAU dan DAK ?

Apakah ada permasalahan fiskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya
undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah di provinsi Jawa Timur ?

Apakah dengan adanya dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah
dapat menciptakan proses kemandirian pemerintah provinsi Jawa Timur
terutama di bidang keuangan ?
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

IL1  Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di Indonesia
dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi.
Dekonsentrasi adalah administrasi daerah dan fungsi pemerintahan di daerah yang
dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusal. Sedangan desentralisasi adalah
fungsi pemerintahan tertentu dan kekuasaan mengambil keputusan terientu yang
dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang mencakup lembaga perwakilan yang
dipilih (Devas, 1989 : 1). Disamping kedua pendekatan tersebut, terdapat
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan asas tugas pembantuan yaitu
penugasan dari pemerintah kepada daerah dan / atau desa dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten / kota dan / atau desa serta dari pemerintah kabupaten / kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu,

Syafrizal (1987) membedakan antara dekonsenirasi dan desentralisasi
berdasar kemampuan sumber pembiayaan suatu daerah. Dikatakan desentralisasi
apabila sumber pembiayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seria
subsidi pembangunan dari pemerintah pusat yang diatur dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkisar sekitar 10%. Sedangkan
dekonsemrasi'apabila sumber pembiayaan yang berasal dari subsidi pembangunan
dari pemerintah pusat yang diatur dalam APBD berkisar 70%.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 menyatakan
bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonomi uniuk mengatur dan mengurus urusan pemeriniahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah
pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubemur sebagai
wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
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Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka
desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan,
sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan
yang diserahkan tersebut. Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Sebagai konsekuensi dari pelimpahan kewenangan dan pembiayaan
tersebut, maka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD. Sedangkan
penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai dari dan atas beban
APBN. Dengan demikian, salah satu implikasi langsung dari adanya fungsi yang
diserahkan kepada daerah sesuai dengan UU tentang Pemerintahan Daerah
tersebut adalah adanya kebutuhan dana yang lebih besar. Adanya kebutuhan dana
inilah memunginkan timbulnya permasalahan perimbangan keuangan (transfer).

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas
pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah,
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain
pendapatan yang sah.

b. dana perimbangan (PBB, DAU, DAK)

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

sedangkan pembiayaan daerah bersumber dari :

a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah

b. penerimaan pinjaman daerah

¢. dana cadangan daerah

d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Posisi DPRD dalam era otonomi daerah adalah terpisah dengan
pemerintah daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai kewenangan
untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah (eksekutif).

Dengan demikian, kemungkinan berlangsungnya kontrol pelaksanaan otonomi
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daerah terhadap pemerintah daerah menjadi sangat besar. Otoritas DPRD menjadi
sangat besar, terutama untuk menolak kepala daerah apabila dipandang gagal.
Perubahan otoritas ini harus diikuti dengan perubahan baru padé iklim dan kultur .
politik dikalangan DPRD. Posisi DPRD benar-benar independen dan bukan

menjadi bagian dari eksekutif. Perlu pemberdayaan di kalangan parlemen daerah

agar bisa berfungsi menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Perlu disadani

bahwa anggota dewan adalah para pemain baru yang akan berhadapan dengan |
pemain lama. Untuk itu, parlemen daerah perlu membuka diri, sehingga akses

dan dukungan dari masyarakat lebih besar, agar dapat bekerja secara maksimal

(Lapera : 2000 : 77).

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah
untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan
pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini didasarkan
asumsi bahwa pemerintah daereh memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai
kebutuhan dan _aspirasi masyarakat daripada pemerintah pusat. Pelaksanaan
desentralisasi di Indonesia terfokus pada tingkat kabupaten dan kota.

Untuk mengetéhui apakah daerah otonom itu mampu mengalur dan
mengurus rumah tangganya sendiri, maka selain diukur dari kemampuan
aparatnya dalam melaksanakan tugasnya juga diukur dari kemampuan struktur
organisasinya dalam menampung semua aktivitas dan tugas yang menjadi beban
tangpung jawabnya. Disamping itu juga tergantung dari kemampuan daerah
dalam mendorong partisipasi masyarakatnya (Syamsi, 1988 : 199).

IL.2 Otonomi Daerah Di Indonesia

Masalah otonomi daerah semakin penting untuk mendapatkan perhatian.
Kebijakan yang lahir di masa transisi ini, memang masih menimbulkan pro
kontra. Perdebatan bukan pada level ide, tetapi justru masuk ke level praktis.
Sejak awal, banyak kalangan melihat bahwa kebijakan otonomi daerah masih
menyisakan masalah. Belakangan kekhawatiran tersebut mulai muncul, setelah
timbul berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaannya.  Perubahan
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kepemimpinan politik juga turut memberikan sumbangan yang besar pada proses
perubahan yang berlangsung,

Gagasan otonomi yang dikembangkan dalam kebijakan lama, berangkat
dari suatu pemahaman yang konvensional dan konservatif atas makna negara
kesatuan. Dalam hal ini, kesatuan bukan satu dalam perbedaan, atau dalam
konsep awal : bhineka tunggal ika, melainkan keseragaman. Perbedaan tidak
dilihat sebagai kekayaan, melainkan ancaman persatuan. Perbedaan bukan
potensi dan kekuatan, melainkan dipandang sebagai keburukan yang harus
dibasmi. Tarik ulur terjadi, baik antar daerah maupun daerah dengan pusat.

Gagasan tentang otonomi daerah dalam kebijakan baru, berkembang sejak
diterbitkannya UU No. 22 tahun 1999 dan disempumakan menjadi UU No. 32
tahun 2004. Pengertian Otonomi Daerah tidak hanya menyangkut kewenangan
daerah, tetapi jupa menyangkut hak dan kewajiban daerah. Otonomi Daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
niengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Undang-Undang Otonomi Daerah yang lama mencerminkan bahwa
hakekat otonomi daerah adalah lebih merupakan kewajiban daripada hak. Namun
demikian, Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru sudah mulai menangkap
adanya hak dari masyarakat dan pemerintah di daerah.

Otonomi daerah (1974) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
dari pemerintah kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah dan / atau perangkat
pusat di daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh
pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka NKRI. Tugas Pembantuan
adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa
untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan
prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan

pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
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Sebagai implementasi pelaksanaan undang-undang otonomi daerah ya.ng

baru (1999 dan 2004), pelaksanaan penyelenggaraan desentralisasi secara lebih
luas memberi ruang lebih kepada dinas-dinas. Perubahan yang dilakukan UU No
22 tahun 1999 terhadap UU No.5 tahun 1974 ditandai dengan (Pratikno: 1999,
2000, Kuncoro : 2004) : |

a

Istilah tingkatan daerah otonom (Dati 1 dan Dati 1) dihapuskan. Istilah
Dati I dan Dati 1l yang dalam UU terdahulu digunakan untuk
menggambarkan pemerintahan daerah otonom (asas desentralisasi),
sekarang sudah tidak dipergunakan lagi. Istilah yang dipilih adalah istilah
yang lebih netral, yaitu provinsi, kabupaten dan kota, untuk menghindari
citra bahwa tingkatan lebih tinggi (Dati I) secara hirarkhis lebih berkuasa
daripada tingkatan lebih rendah (Dati 1I). Hal ini untuk menegaskan
bahwa semua daerah otonom merupakan badan hukum yang terpisah dan
sejajar. Daerah otonom provinsi tidak mempunyai hubungan komando
dengan daerah otonom kabupaten maupun kota.

Istilah pemerintah daerah dalam UU No. 22 tahun 1999 digunakan untuk
merujuk pada Badan Eksekutif Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan
perangkal daerah yang meliputi pula DPRD, dan menempatkan DPRD
sebagai mitra eksekutif. Perubahan pengertian yang dilakukan UU No.
22/1999 ini membawa implikasi pada keterpisahan secara tegas antara
badan eksekutif dan legislatif, dan penempatan fungsi kontrol DPRD
terhadap eksekutif daerah.

Pemerintahan di tingkat provinsi hampir tidak berubah. Gubernur tetap
menjadi wakil pusat dan sekaligus Kepala Daerah, dan Kanwil (instrumen
Menteri) tetap ada.

Namun, pemerintahan kabupaten dan kota telah terbebas dari intervensi
pusat yang dulu dilakukan melalui perangkapan jabatan Kepala Daerah
Otonom dan Kepala Wilayah Administratif (wakil pusat). Bupati dan
Walikota adalah Kepala Daerah Otonom saja. Sementara itu jabatan
Kepala Wilayah pada Kabupaten dan Kota (dulu kotamadya) sudah tidak
dikenal lagi. Konsekuensinya, Kandep (bawahan Kanwil) tidak dikenal
lagi, dan instansi tehnis yang ada hanyalah dinas-dinas daerah otonom.
Bahkan, UU ini juga menempatkan pemerintahan kecamatan sebagai
kepanjangan tangan pemerintahan daerah otonom kabupaten/Kota
(desentralisasi) dan bukan sebagai aparat Pusat/Provinsi (dekonsentrasi).

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daersh yang

dijadikan pedoman dalam kebijakan adalah (Lapera, 2000 :70-71) :

9
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memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan

‘keaneka-ragaman daerah.,

didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah
kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan
otonomi yang terbatas.

harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan
yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.

harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, karenanya dalam
daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian
pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak
lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perkotaan baru,
kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan daerah otonom.

harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatil daerah, baik
sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya
sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan
pemerintahan terientu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah,

asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada
daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daereh kepada desa yang disertai
dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia
dengan kewajiban melapor pelaksanaan an mempertanggungjawabkan
kepada yang menugaskan.

Pada pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menyerahkan fungsi,

personil, dan aset dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten /
kota. Pelaksanaan otonomi daerah ini difokuskan pada tingkat kabupaten dan

kota. Provinsi memiliki status ganda sebagai daerah yang otonom dan sebagai

perwakilan pemerintah pusat di daerah. Sehingga para bupati dan walikota harus

mulai berusaha untuk memaksimalkan otonomi daerah dalam rangka

meningkatkan layanan pada masyarakat.
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Kekuasaan kabupaten / kota meliputi seluruh sektor kewenangan
administratif selain kewenangan yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat dan
provinsi, termasuk pekerjaan publik, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan,
pertanian, transportasi, industri dan perdagangan, investasi, lingkungan hidup,
urusan ianah, koperasi, dan tenaga kerja.

Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan di bidang politik
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal nasional, hukum,
agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain meliputi :

a

© e A 0 O

kebijakan perencanaan nasional

pengendalian pembangunan nasional secara makro
dana perimbangan keuangan

sistem administrasi negara

‘pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia

pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis
konservasi dan standardisasi nasional

IL3 Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang yang pertama mengatur hubungan fiskal (keuangan)
antara pusat dan daerah adalah UU No. 32 tahun 1956. Undang-Undang ini

menétapkan sumber-sumber keuangan daerah sebagai berikut (Krisﬁadi, 1991;
Kuncoro, 2004 : 7) :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan
daerah. -Adapun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah menjadi pajak
daerah meliputi pajak verponding, pajak verponding Indonesia, pajak rumah
tangga, “pajak kendaraan bermotor, pajak Jalan, pajak potong hewan, pajak
kopra, dan pajak pembangunan 1.

2. Sebagian dari hasil pemungutan pajak negara tertentu, bea masuk, bea keluar
dan cukai diserahkan kepada daerah. Pajak negara tertentu adalah pajak
peralihan, pajak upah, pajak materai, pajak kekayaan, dan pajak perseroan.

3. Ganjaran, subsidi dan bantuan diberikan kepada daerah dalam hal-hal tertentu.
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Dalam perkembangannya, berpijak pada tiga asas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, pengaturan hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah didasarkan atas 4 prinsip (Kuncoro, 2004 : 7) :

1. urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka
dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.

2. urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka
desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.

3. urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah
tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai
oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkal
alasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.

4. sepanjang polensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi,
pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan.

Sumber dana pembangunan daerah pada umumnya berasal dari PAD,
pemerintahan yang lebih tinggi, pinjaman, dan swadaya masyarakat (Direktur
Dana Inveslasi, 1991 : 2). Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999
menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari PAD, dana
perimbangan, pinjaman, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk mendorong
pemberdayaan daerah, pemerintah pusat memberi insentif fiskal dan nonfiskal
tertentu.

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat digunakan
sebagai tolok ukur tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap proses
pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya proporsi PAD terhadap
APBD daerah. Indilator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total
pendapatan daerah. Sumber PAD yang merupakan sumber keuangan daerah
digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak
daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
pendapalan lain yang sah.

12/ Cayy. Woncs
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Hlubungan Fungsi Pusat 1Jacrah
| 1
Dekonentrasi Descentralisasi Tugas Pembantuan
| | n
Beban APBN Beban APBD Beban Pemerintah yang
Mcnugaskan
| ]
Hubungen Kcuangan
PPusat Dacrah
[ | | ]
PAD : Pajuk Dacruh, Duna Bgi Hasil : PBB, Dana Alokasi Pinjaman Dacrah :
Retribusi Dacruh, PPIG, BPHA'TS, Umum LN & DN Jangka
THail BUMD, dil. PKI3 & BIN-KD, Bagi Dana Alokasi Pendck & Panjang
Pencrimaan yang, suh Hasil SDA Khusus
Sumbecr ; Kuncoro, 2004 : 8
Gambar |

Kerangka Hubungan Pusat — Daerah

Salah satu sumber fiskal daerah adalah pajak. Pajak dapat berupa pajak
pusal dan pajak daerah. Menurut UU No. 25/1999 pemerintah daerah harus
memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak, dan pemerintah harus
mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan
pajaknya dengan pemerintah daerah.

Sumber pajak utama pemeriniah propinsi berasal dari pajak kendaraan
bermotor dan pajak balik nama kendaraan bermotor yang dapat dipandang
sebagai variasi pajak kekayaan dan properti. Sedangkan jehis pdjak daerah yang
dapat diusahakan oleh pemerintah kabupaten dah kola terbatdas padd tujuh jenis
pajak, seperti pajak hotel dan restoran, pagak jklah, pajak atas bahan banjunan,
pajak penggunaan air, pajak hiburan, pajak IMB ﬂan retribusi lai-lain.

Dana perimbangan adalah dana yang bersuinber dari Yeirerithaan APBN,
yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebitwhen daerah dalam
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rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 25/1999 pasal 6, dana
perimbangan terdiri dari :

a Dana Bagi Hasil
yaitu bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan
Hak atas Tansh dan Bangunan (BPHTB), PPh orang pribadi' dan
penerimaan bukan pajak (sumber daya lama)>. Dana bagi hasil dibagi
berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dalam proporsi yang bervariasi. Persentase bagi hasil khusus
diterapkan untuk dua provinsi, yaitu Aceh (NAD) dan Papua.

b. Dana Alokasi Umum (DAU) ,
yaitu provisi berupa transfer antara pemerintah dari pusat ke kabupaten
dan kota. Dana ini meﬁéhapus Subsidi Daerah Otonom dan dana Inpres
yang diterapkan sebelumnya. DAU merupakan block grant yang
diberikan kepada semua daerah untuk tujuan mengisi kesenjangan antara
kapasitas dan kebutuhan fisik daerah, dan didistribusikan dengan formula
berdasarkan prinsip-prinsip lerlentu yang secara umum mengindikasikan
bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak
daripada daerah kaya.  Pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan
paling sedikit 25% dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU.

¢. Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus.
Karena itu lokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya
merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan
khusus dalam DAK meliputi : (1) kebutuhan sarana dan prasarana fisik di
daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah

' UU No.7/2000 menggariskan bahwa 20% pendapatan dari pajak pengahsilan pribadi dibagi
dengan pemerintah dacrah, dengan perbandingan 40 : 60 antara pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupatn dan kota.

? Pencrimaan 13ukan Pajak (SDA) meliputi :
1. scktor kehutanan
2. sckior pertambangan umum
3. sckior minyak bumi dan gas alam
4. soktor perikanan
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lain; (2) kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah yang menampung
transmigrasi; (3) kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di
daerah pesisir’/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang
memadai; (4) kebuluhan prasarana dan ‘'sarana fisik di daerah guna
mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Menurut UU No. 22/1999, pemerintah daerah diberikan kewenangan
untuk mencari pinjarnan baik domestik maupun dari luar negeri, dan dari institusi
keuangan publik termasuk institusi keuangaﬁ multilateral dan agen pemberi
bantuan dan pemerintah pusal seperli juga dari instilusi keuangan swasta,
Pinjaman internasional harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan penting dalam
peraturan pemeriniah adalah kewenangan Menteri Keuangan untuk mengawasi
pinjaman daerah untuk tujuan kebijakan ekonomi makro.

Peraturan pemerintah No 07 /2000 memungkinkan pemerintah pusat untuk
melarang pinjaman daerah apabila syarat-syarat umum tidak terpenuhi.
Keputusan Menteri yang pertama kali digunakan pada tahun 2001 dan diperbarui
tiap tahun juga melarang pinjaman daerah kecuali lewat pemerintah pusat. Lebih
lanjut UU No 17/2003 tentang keuangan Negara menambahkan persyaratan untuk
melakukan pinjaman daerah yaitu membatasi defisit APBD maksimal 3 persen
dari PDRB, dan hutang daerah maksimal 60% dari PDRB.

II.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana seluruh alokasi umum untuk daerah
provinsi dan daerah kabupaten / kota. Dana Alokasi Umum adalah dana yang
berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi (Yani, 2004 : 41).

DAU diberikan dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan horizontal
dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajek antara pusat dan daerah.
Dengan adanya DAU ini memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh

sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang
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menjadi tanggung jawabnya. Penggunaan DAU ini ditetapkan sepenuhnya oleh
daerah.

DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten / kota ditetapkan masing-
masing 10% dan 90% dari DAU yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk
suatu daerah provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU
untuk seluruh daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi daerah
provinsi yang bersangkutan. Porsi daerah provinsi ini merupakan proporsi bobot
daerah propinsi yang bersangkutan tethadap jumlah bobot semua daerah provinsi
di seluruh Indonesia. Rumus DAU untuk provinsi adalah :

Untuk Daerah provinsi

[Jumlah Dana Alokasi ] (Bobot daerah provinsi ybs)
X

(Jumlah bobot dari seluruh provinsi)

DAU untuk suatu daerah kabupaten / kota tertentu ditetapkan berdasarkan
perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah kabupaten / kota yang ditetapkan
dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Porsi
daerah kabupaten / kota ini merupakan proporsi bobot daerah kabupaten / kota
yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten / kota di
seluruh Indonesia. Rumus DAU untuk kabupaten / kota adalah :

Untuk Daerah kab/kota

|:Jumlah Dana Alokasi ] (Bobot daerah kab/kota ybs)
X

(Jumlah bobot dari seluruh kab/kota)

Untuk menghitung bobot daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan
wilayah olonomi daerah yang juga disebut kebutuhan fiskal daerah dan potensi
ekonomi daerah yang juga disebut kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan konsep
ini, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif
besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai
kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

Semula dalam PP Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan,
kebutuhan wilayah otonomi daerah dihitung berdasarkan perkalian antara
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pengeluaran daerah rata-rata dengan penjumliahan dari indeks penduduk, indeks
luas daerah, indeks harga bangunan dan indeks kemiskinan relatif setelah dibagi
empal. Namun dalam PP Nomor 84 tahun 2001 tentang perubahan Atas PP
Nomor 104 tahun 2000, ketentuan ini diubah menjadi kebutuhan wilayah
otonomi daerah merupakan perkalian dari total pengeluaran rala-rata dengan
penjumiahan dari indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks kemiskinan
relatif, dan indeks kemahalan harga setelah dikalikan dengan bobot masing-
masing indeks. Kebutuhan fiskal (KbF) daerah tersebut diformulasikan sebagai
berikut (Kuncoro, 2004 : 32):
KbF = TPR (a,IP + W + olKR + aylH)

dimana :
TPR = Total pengeluaran rata-rata dalam APBD
Ip = Indeks Variabel penduduk
IW = Indeks Variabel luas wilayah
IKR = Indeks variabel kemiskinan relatif
IH = Indeks variabel harga
(1} = Bobot variable

Bobot a4, 02, 03, a4, ditentukan dengan menggunakan pertimbangan proporsional
dan uji statitik sederhana. Bobot masing-masing variabel yang terpilih : a; = 0,4;
a2=0,1;03=0,1; 04=04.

Variabel penentu kebutuhan fiskal meliputi :

Jumlah penduduk daerah i

Indeks Penduduk (IP)i =
Rata-rata jumlah penduduk secara nasional

Luas wilayah i
Indeks Luas Wilayah (IW)i=

Rata-rata luas wilayah secara nasional
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Indeks Kemiskinan relatif IKR) =

Penduduk miskin daerah ke i
a. Head Count Index Daerahkei =

Jumiah penduduk daerah ke i

Poverty gap daerah ke i

b. Income Gap Daerah ke 1 =
Head count index daerah kei

Income gap daerah ke i
c. IKR =
Rata-rata income gap seluruh Indonesia
Indeks kemahalan konstruksi daerah i
Indeks Harga (IH); =

Rata-rata indeks kemahalan konstruki daerah scr nasional

Kapasitas fiskal (KpF) ditentukan dari formula :
KpF = PAD + Bagi Hasil (PBB + BPHTB + PPh + SDA)

dimana :
PAD = Pendapatan Asli Daerah Estimasi
PBB = Pajak Bumi dan Bangunan
BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
PPh = Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pasal 21
SDA = Sumber Daya Alam

PAD estimasi dari faktor PDRB sektor industri jasa diperoleh dengan rumus :
PAD = a, + a,PDRB;s,

Kesenjangan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal ini disebut
sebagai kesenjangan fiskal atau Celah Fiskal (/iscal Gap). DAU diberikan atas
dasar kesenjangan fiskal ini. Hasil perhitungan DAU untuk masing-masing
daerah ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan dewan
pertimbangan otonomi daerah. Ukulan dewan pertimbangan otonomi daerah
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dilakukan setelah mempertimbangkan fakior penyeimbang. Fakior penyeimbang
adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan
daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab
daerah. Faktor penyeimbang ini didasarkan atas alokasi minimum kepada daerah
yang diperhitungkan dalam bentuk lumpsum dan berdasarkan proporsi beban
belanja pegawai tahun anggaran 2001,

Alokasi DAU untuk masing-masing provinsi dan kabupaten ditetapkan
dalam Daflar Alokasi Dana Alokasi Umum (DA-DAU) sebagai dokumen
angpgaran yang disamakan dengan Daflar Isian proyek (DIP) / Daflar Isian
Kegiatan (DIK). Penghitungan DAU berdasarkan rumus di atas dilakukan oleh
sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sekretariat bidang
perimbangan keuangan pusat dan daerah juga menyusun dan atau menjaga

kemutakhiran data yang merupakan variabel dalam rumus tersebut.

Tabel |
Perbandingan Perhitungan DAU Tahun Anggaran 2003 dengan 2002
Uraian DAU Tahun 2003 DAU Tahun 2002
Komponen DAU AM + KF AM + KF
Formula KF PP No 84 Tahun 2001 PP No 84 Tahun 2001
Alokasi Minimum Lumpsum + a Gaiji Lumpsum + o Gaji
Komposisi AM dan KF | Provinsi Provinsi
e 10% Lumpsum s 20% Lumpsum
o 30%a Ggji e 30% a Gaji
e 60%KF o 50% KF
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
¢ 5% Lumpsum e 10% Lumpsum
e  45% a Gaji e 50% a Gaji
e 50%KF e 40% KF
Sumber : Sidik, 2003; vKuncoro. 2004 : 33.
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Komposisi Alokasi Minimum (AM) dan Kesenjangan Fiskal (KF) dari
total DAU adalah :
Alokasi Minimum® ;

1. propinsi : 10% lumpsum + 30% proporsional belanja pegawai

2. kabupaten / kota :5% lumpsum + 45% proporsional belanja pegawai.
Kesenjangan Fiskal :

1. propinsi : 60%

2. kabupaten/ kota : 50%

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 25/1999, plafon DAU ditetapkan
sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri dalam APBN. Dalam
prakiek dirinci menjadi :

1. dibagi antara provinsi dan kabupaten / kota, dengan rasio 10% provinsi dan
90% kabupaten / kota. (Pasal 7 ayat (2) UU No. 25/1999).

2. dalam implementasinya, plafon DAU untuk provinsi (10%) lebih kecil dari
kebutuhan DAU-nya. Kenyataannya, plafon DAU tahun anggaran 2002
provinsi (10%) sebesar Rp 6.911,41 Milliar ternyata lebih keci# dibandingkan
DAU provinsi tahun anggaran 2001 ditambah Dana Kontijensi yang mencapai
Rp 7.465,46 Milliar.

Untuk mengkompensasi kekurangan, ditambahkan dana melalui dana
penyeimbang. Dengan asumsi bahwa terdapat tambahan dana untuk DAU
melalui dana penyeimbang, sebenarnya kebutuhan plafon DAU lebih besar dari
25% penerimaan dalam negeri netto dalam APBN.

? lerjadi penurunan porsi AM lhun anggaran 2003 dibandingkan tahun anggaran 2002 scbesar
10%, dimana AM provinsi dari 50% menjadi 40% dan AM Kabupaten / Kota dari 60% menjadi
50%.

20

LAPORAN PENELITIAN NURUL ISTIFADAH ANALISA DANA ALOKASI...



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KAPASITAS FISKAL
PAD + BHP
b

KEBUTUIHAN FISKAL

n 3

Industri + SDM + Sl)A] [ Rutin+Pembangunan+DIK

X
n 4

Pddk-+Luas+1 laryﬂMislu’n]

KESENJANGAN FISKAL

»{ Kcbutuhan Fiskal — Kapusitas Fiskal

BOBOT DAU LOKAL

Kceb DAU
Total Kebutubhan DAU

PROVINSI
10% x 25% X Pencrimaan Nasional x Bobot

KABUPATEN/KOTA
10% x 25% x Penerimaan Nasional x Bobot

Sumber : Brodjoncegoro & Pakpuhan, 2003; Kuncoro, 2004 : 34.

Gambar 2

Proses Formulasi DAU

IL5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalsh dana yahg berasal dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah khusus yang terpilih untuk tujuan Khusus.
Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam

APBN.

Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat

sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus.
Kegiatan DAK berdasarkan PP 104 / 2000 digunakan khusus untuk

membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik
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dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu DAK dapat
membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu
untuk periode terbatas tidak melebihi 3 tahun.

Undang-Undang No 25 tahun 1999 pasal 8 menggariskan bahwa
kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK antara lain kebutuhan yang
tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan
atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Yang
dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (Yani, 2004 : 126-127) :

1. kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi
umum. Yang dimaksud disini adalah kebutuhan yang bersifat khusus yang
tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan
transmigrasi, dan beberapa jenis kebutuhan investasi / prasarana baru,
pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran
drainase primer.

2. kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Termasuk
antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi daerah dan
proyek-proyek kemanusiaan untuk mentenuhi kebutuhan dasar manusia.

Kebutuhan khusus DAK menurut Kuncoro meliputi (2004 : 34 - 35) :
1. kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak
mempunyai akses yang memadai ke daerah lain;
2. kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung
transmigrasi;
3. kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang ferletak di daerah pesisir /
kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai;

4. kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak
kerusakan lingkungan.

Dana DAK berasal dari APBN. Empat puluh persen dana DAK dari
penerimaan negara berasal dari Dana Reboisasi. DAK diberikan kepada daerah
tertentu berdasarkan usulan daerah dengan penyediaan Dana Pendamping 10%
yang berasal dari penerimaan umum APBD. Ketentuan ini tidak berlaku untuk
pembiayaan kegiatan reboisasi yang berasal dari dana reboisasi.
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Mengingat masih belum tersedianya DAK non-reboisasi pada tahun
anggaran 2001, maka DAK tahun 2001 hanya diperuntukkan untuk dana reboisasi
yang diprioritaskan membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan. Untuk APBN
tahun anggaran 2001- DAK hanya dialokasikan untuk dana reboisasi (DAK-DR)
yaitu dengan jumlah Rp 700,6 milliar. DAK-DR tersebut dialokasikan untuk 21
provinsi penghasil. Pengalokasian kepada kabupaten / kota ditetapkan oleh
provinsi (gubernur) di dalam wilayahnya selaku koordinator.

Dalam APBN tahun anggaran 2002, DAI§ yang dianggarkan masih seperti
tahun 2001, yaitu hanya untuk DAK-DR. Besarnya DAK-DR untuk tahun
anggaran 2002 yang telah disetujui oleh DPR sebesar Rp 817,3 milliar. APBN
tahun anggaran 2003 dianggarkan Rp 2.616,6 milliar yang terdiri dan DAK-DR
sebesar Rp 347,6 milliar dan DAK non DR sebesar Rp 2.269 milliar (Kuncoro,
2004 : 35).

Persyaratan untuk memperoleh DAK adalah sebagai berikut (Kuncoro,
2004 : 35):

1. daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh
pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan SDA,
DAU, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

2. daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan
yang diajukan (dikecualikan untuk DAK dari Dana Reboisasi)

3. kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor / kegiatan yang ditetapkan
oleh Menteri Teknis / Instansi terkait.

Sektor kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK adalah biaya
administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan,
biaya perjalanan pegawai daerah dan lain biaya umum sejenis. Prioritas
pemanfaatan DAK memperhatikan kriteria umum, khusus, dan teknis
sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2 berikut :
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Tabel 2
Kriteria Penggunaan Dana DAK
Kritcria | Penjclasan
Umum | 1. dipriorilaskan untuk dacrah-dacrah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau

di bawith rula-ruta, )

2. perhitingan kemampuan fiskal daerah didasarkan pada indeks dari selisih
rcalisasi pencrimaan dacrah tidak termasuk sisa anggaran lebib dengan belanja
peggawai nogeri sipil dacrah (fiskal netto) pada APBD tahun anggaran 2001,

Khusus

Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk deerah-dacrah :

dacrah~dacrah di wilayah provinsi Papua

ducrah-dacrah di wilayah provinsi NAD

dacrah-dacrah pcmekaran tahun 2001 scbanyak 12 kabupaten/kota

dacrah-dacrah pemckaran tahun 2002 scbanyak 22 kabupaten/kota

ducruh-ducruh induk tahun 2002 scbanyak 18 kabupaton/kota untuk bidang
infrastrukur

6.__dacruh-dacrah ketahanon pangan untuk bidang infrastrukiur

Pl ol ai e

Teknis

1. Kriteria tchnis kogiatan DAK untuk bidang pendidikan ditctapkan olch Menteri
Pendidikan Nasional, bidang keschatan ditetapkan olch Menteri Keschatan,
bidang infrastruktur jalan dan irigasi ditetapkan oleh Menteri Pemukiman dun
Prasurane Wilayah dan bideng prasarana pemcrintashan oleh Menteri Dalam
Negerni bersama dengan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

2, krileria tchnis ditetapkan olch masing-masing menteri yang bersangkutan sclclah
berkonsultasi denpan DPOD.

3. kritcria tchnis kegiatan bidang pendidikan dengan mempertimbangkan :

a. Indeks Kerusokan Bangunan SD /Ml

b. Indcks Kemahalan K onstruksi (IKK)

4. krilcria tchnis kegiatan bidang keschatan dengan mempertimbangkan :

#. lHuman Poverty Index (Indeks kemiskinan masyarakat yang terdiri dani
persentase penduduk dengan angka harapan hidup sampai dengan 40 tahun,
persentase penduduk tanpa jangkauan air bersih, persentase penduduk tanpa
jungkauan fasilitas keschatan, dan persentasc balita dengan gizi buruk)

b. Indcks jumlah Puskesmas, Puskesmas Keliling, dan Puskesmas Pembantu

c. Indcks Ketahanan Konstruksi

5. kriteria tchnis kegiatan bidang infrastruktur meliputi :

a. kritcrin teknis untuk prasarana jalan

b. kriteria tcknis untuk prasarana irigesi

6. krilerin tchnis untuk presaranz jalan dengan mempertimbangkan  bidang
infrastruktur mliputi :

u.  kondisi mantap jalan provinsi, kabupaten / kota

b, polayanan jalan terhadap wilayah

¢. bobot beban lulu lintas

d. Indcks Kemehalan Kontruksi

7. kriteria tehnis untuk prasarana irigasi dengan mempertimbangkan :

4. rata-rata produksi padi sawah (ton/ha)

b. kerapatan dacrah irigasi terhadap wilayah (km2/ha)

c. kondisi prasaruna irigasi

d. Indcks Kemahalan Konstruksi

8. kritcria  tchnis  kcgiatan bidang prasarana  pemerinishan  dengan
mempertimbangkan kcbutuhan minimum prasarana dan sarana fisik untuk
mendukung kegiatun aparatur pemerintah dacrah pemekaran .
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BAB 111
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.L1 Tujuan Penelitian

1.

Mengetahui pola struktur anggaran pemerintah daerah Jawa Timur setelah
adanya kebijakan undang-undang otonomi daerah tentang dana perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Mengidentifikasi perubahan yang mendasar pada sistem fiskal di Jawa Timur
setelah era otonomi daerah.

Menganalisis pola struktur anggaran pemeriniah Jawa Timur yang berasal dari
dana DAU dan DAK.

Menganalisis permasalahan fiskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya
undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah di propinsi Jawa Timur.

Menganalisis proses kemandirian pemerintah propinsi Jawa Timur terutama di
bidang keuangan dengan adanya dana perimbangan antara pemerintah pusat
dan daerah.

IIL2 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1.

Pemerintah, sebagai masukan analisis perencanaan (iskal regional bagi daerah
Jawa Timur tentang pelaksanaan otonomi daerah bidang keungan, khususnya
untuk alokasi dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi regionl (keuangan
daerah), khususnya di wilayah Jawa Timur.

Pengembangan ilmu ekonomi keuangan regional dan desentralisasi keuangan
daerah,
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BAB 1V
METODE PENELITIAN

IV.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non eksperimental
eksplanatori. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan
teori substantif yang berasal dan data. (Moleong, 2000; 6).

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang mendasar
pada sistem fiskal anggaran pemerintah Jawa Timur serta pola struktur anggaran
pemerintah daerah Jawa Timur setelah adanya kebijakan undang-undang
perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Penelitian ini juga menganalisis
adanya kemungkinan terdapal permasalahan fiskal yang muncul setelah

diberlakukannya undang-undang tentang perimbangan aniara pemerintah pusat
dan dacrah.

IV.2 Definisi Konseptual
Beberapa definisi konsep yang terkandung dalam penelitian ini adalah :

1. DAU adalah provisi berupa transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah Jawa Timur yang diberikan dengan formula berdasarkan prinsip-
prinsip tertentu.

2. DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang didistribusikan oleh
pemerintah pusat dan ditujukan untuk tujuan khusus. Tujuan khusus tersebut
meliputi : (1) kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah terpencil yang
tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain; (2) kebutuhan sarana
dan prasarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi; (3) kebutuhan
prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak
mempunyai prasarana dan sarana yang memadai; (4) kebutuhan prasarana dan
sarana fisik di daerah gurun mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

3. Sedangkan yang dimaksud dengan provinsi Jawa Timur adalah Pemerintah
Daerah Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 8 Kota.
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4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus endiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV.3  Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalsh data sekunder yang
diperoleh dart Kantor Statistik propinsi Jawa Timur dan beberapa sumber terkait.
Apabila diperlukan, maka data sekunder juga dapat diambil di kantor kabupaten /
kota di Jawa Timur. Data yang diperlukan meliputi antara lain : APBD Jawa
Timur, PAD, PDRB, PDRB per kapita, data penduduk, dan lain-lain. Lokasi
penelitian ditetapkan secara purposive di wilayah pemerintah provinsi Jawa
Timur.

1IV.4 Tehnik Analisis Data

Untuk mengidentifikasi perubahan yang mendasar pada sistem fiskal
pemerintah propinsi Jawa Timur setelah era otonomi daerah dan pola struktur
anggaran pemeriniah daerah Jawa Timur setelah adanya kebijakan undang-undang
perimbangan antara keuangan pusat dan daersh adalah dengan menganalisis
struktur sumber dana APBD Jawa Timur yang berasal dari dana perimbangan
sebelum dan sesudah kebijakan Undang-Undang Otonomi Daerah. Pengamatan
terhadap perubahan struktur dana perimbangan dilakukan baik secara nominal
maupun proporsi lerhadap APBD Jawa Timur dari tahun ke tahun.

Apabila telah diketahui pola strukiur anggaran dana berimbang antara
pemerintah pusat dengan Jawa Timur, maka dapat diketahui pelaksanaan
kemandirian fiskal (desentralisasi fiskal) di Jawa Timur. Desentralisasi liskal
dapat dilihat dari besarnya proporsi PAD terhadap anggaran penerimaan daerah
Jawa Timur.
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BABYV
HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1  Sistem Fiskal di Jawa Timur Setelah Era Otonomi Daerah : Undang-
Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rusat
dan Daerah di Propinsi Jawa Timur
Di bidang anggaran, pemerintah daerah Jawa Timur mempunyai tugas

fiskal yaitu mengatlur penerimaan dan pengeluaran daerah. Kebijakan fiskal ini

difokuskan kepada anggaran penerimaan dan belanja daerash yang mempunyai
fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Kebijakan selama 32 tahun masa orde baru, seperti halnya APBN, APBD
Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis.
Berimbang berarti jumlah keseluruhan pengeluaran, baik rutin dan pembangunan
selalu sama dengan jumlah keseluruhan penerimaan. Besarnya pengeluaran
menyesuaikan dari perkiraan penerimaan yang akan diterima.  Dinamis
mempunyai pengertian bahwa apabila penerimaan lebih rendah dari yang
direncanakan, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengeluaran agar telap
terjaga keseimbangannya. Dari tahun ke tahun besaran APBD Jawa Timur selalu
mengalami kenaikan, terkecuali pada saat krisis ekonomi melanda tanah air pada
tahun anggaran 1988/1989 sampai dengan 1999/2000.

Pada masa orde reformasi, sistem anggaran negara mengalami perubahan
menjadi anggaran defisit. Pemerintah daerah Jawa Timur juga menyesuaikan
APBD-nya dengan sistem anggaran defisit tersebut. Di dalam anggaran defisit
banyak tergantung pada tingkat ekspansi dari pengeluaran maupun tingkat
kontraksi dari penerimaan. Penerimaan negara yang berupa bantuan luar negeri
tidak lagi diistilahkan sebagai penerimaan pembangunan tetapi sebagai pinjaman
luar negeri. Di dalam APBD daerah Jawa Timur, penerimaan yang berasal dari
pinjaman juga dimasukkan dalam penerimaan pembangunan,

Seiring dengan tuntutan reformasi di segala bidang yang dikumandangkan

akhir-akhir ini berdampak pada hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
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pemerintah daerah Jawa Timur. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU no. 25 Tahun 1999 tenlang Perimbangan antara

Pemeriniah Pusat yang mulai berlaku pada 1 Januari 2001 adalah merupakan

salah satu jawaban dari tuntutan tersebut. Terkait pelaksanaan otonomi daerah,

penyelengparaan urusan pemeriniahan dan pembangunan di provinsi Jawa Timur
mempunyai kewenangan yang lebih luas termasuk kewenangan untuk
memperoleh sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerah sendiri atau

PAD.

Selama ini sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah berasal dari PAD, bagian daerah berupa bagi hasil pajak dan
bukan pajak (BHPBP), alokasi berupa sumbangan dan bantuan, pinjaman daerah
dan sisa lebih tahun sebelumnya. Sumber pandapatan terbesar dalam APBD Jawa
Timur berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat. Besarnya proporsi
sumber dana yang berasal dari sumbangan dan bantuan mencapai lebih dari 50%
dari penerimaan. Sedangkan PAD kurang lebih hanya 20% dari penerimaan. Hal
ini menggambarkan sistem pemerintahan yang tersentralisasi (bidang keuangan).

Sejak Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 dicanangkan,
penerimaan sumbangan dan bantuan diganti dengan subsidi daerah otonom dan
bantuan pembangunan dimana perannya terhadap total penerimaan semakin kecil.
Subsidi atau transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah selama ini melalui
tiga jalur :

1. Subsidi Daerah Otonom (SDO), yaitu transfer kepada pemerintah daerah
untuk membiayai pengeluaran rutin.

2. Program Inpres (dana non DIP) baik yang bersifat sektoral maupun umum dan
digunakan untuk membantu pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran
rulin dan pembangunan, sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi ketidak-
seimbangan struktur keuangan antar daerah.

3. DIP (pengeluaran sektoral) yang dialokasikan untuk membiayai proyek-
proyek / pengeluaran pembangunan, sebagai perwujudan mekanisme
dekonsentrasi.
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Berkaitan dengan UU Otonomi Daerah ini, maka terdapal kenaikan
sumber dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.
Hal ini terjadi, karena adanya perubahan persentase bagi hasil beberapa jenis
pajak dan bukan pajak antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota.
Perimbangan dimaksudkan agar terjadi keadilan dan pembagian sumber daya bagi
kepentingan nasional dan bagi kepentingan daerah. Dana bagi hasil yang berasal
dari pajak adalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan), dan PPh orang pribadi. Penerimaan bukan pajak
adalah bagi hasil sumber daya alam dari sektor kehutanan, pertambangan umum,
minyak bumi & gas alam, seria perikanan.

Sejak tahun anggaran 2002, sumber dana SDO dan bantuan pembangunan
diganti menjadi DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).
DAU/DAK adalah provisi berupa transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah. Penggunaan DAU ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintah provinsi Jawa
Timur. Namun tidak demikian halnya dengan DAK. DAK adalah transfer dana
dari APBN (reboisasi dan non-reboisasi) yang dialokasikan untuk tujuan khusus
dan merupakan wewenang pemerintah pusat. Selama ini belum tersedia DAK
yang berasal dari dana non-reboisasi. Kegiatan khusus yang dimaksud dalam
penggunaan DAK antara lain diprioritaskan untuk reboisasi dan penghijauan.
Sejak tahun 2002 Jawa Timur belum pemah menerima DAK.

Persyaratan suatu daerah agar memperoleh DAK adalah sebagai berikut
(Kuncoro, 2004 : 35) :

1. daerah perlu membuktikan bahwa daerah tersebut kurang mampu membiayai
seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan
SDA, DAU, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

2. daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan
yang diajukan (dikecualikan untuk DAK dari Dana Reboisasi)

3. kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor / kegiatan yang ditetapkan

oleh Menteri Teknis / Instansi terkait.

30

LAPORAN PENELITIAN NURUL ISTIFADAH ANALISA DANA ALOKASI...



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

V.2 Pola Struktur Anggaran Pemerintah Daerah Jawa Timur Setelah
Kebijakan Undang-Undang Otonomi Daerah Tentang Dana
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Timur menggambarkan

kemampuan daerah Jawa Timur dalam memobilisasi keuangannya. Apabila
penerimaan daerah dari PAD cukup besar maka akan mengurangi ketergantungan
pemerintah daersh Jawa Timur terhadap pemerintash pusat. Disamping itu
besamya APBD Jawa Timur dapal menggambarkan tingkat pelayanan yang
diberikan oleh pemeriniah kepada masyarakat.

Struktur APBD Jawa Timur terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu
penerimaan dan pengeluaran.  Anatomi sumber-sumber penerimaan dan
pengeluaran daerah Jawa Timur dapat dilihat pada tabel Lampiran | dan 2.

Sebelum adanya kebijakan Undang-Undang otonomi daerah, penerimaan
daerah Jawa Timur terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan.
Namun sejak tahun anggaran 1999/2000, struktur penerimaan berubah menjadi
penerimaan yang berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman, dan bagian
pendapatan lain yang sah.

Sebelum tahun anggaran 1999/2000 besarnya penerimaan rutin didominasi
oleh penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat.
Namun demikian secara proporsional besarnya semakin menurun, bahkan pada
saat krisis besarnya sumbangan dan bantuan menurun denéan sangal drastis, baik
secara nominal maupun proporsional. Pada tahun anggaran 1998/1999, peran
sumbangan dan bantuan terhadap total APBD hanya sebebsar 26,61%, dimana
sebelumnya antara 50% - 60%. Turunnya sumber penerimaan sumbangan dan
bantuan ini merupakan akibat dari turunnya kemampuan penerimaan nasional
(APBN) akibat krisis ekonomi fiskal dan moneter.

Sebaliknya, selelah kebijakan otonomi daerah, sumber penerimaan daerah
didominasi oleh penerimaan yang berasal dari PAD. Sejak tahun anggaran
1999/2000, baik secara proporsional maupun secara nominal PAD Jawa Timur
mengalami peningkatan terus menerus. Komponen terbesar dalam pembentukan

PAD adalah pajak daerah. Besarnya pajak daerah mengalami peningkatan sebesar
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2,48% antara tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan 1998/1999 dan
meningkat 32,60% antara tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun 2003.

Setelah kebijakan UU otonomi daerah, ;ienerimaan daerah yang berasal
dari Sumbangan dan Bantuan dihapus. Sebagai gantinya, maka diterapkan
Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan Bantuan Pembangunan. Besarnya Bantuan
Pembangunan jauh melebihi jumlah SDO. Bantuan pembangunan ditujukan
untuk meningkatkan keselarasan pembangunan sektoral dan regional. Bantuan
pembangunan terdiri dari bantuan umum dan khusus.

Sejak tahun anggaran 2002, SDO dan Bantuan Pembangunan diubah
menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU
merupakan block grant yang diberikan kepada semua daerah untuk tujuan mengisi
kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fisik daerah, dan didistribusikan
dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum
mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih
banyak daripada daerah kaya. Sedangkan DAK ditujukan untuk daerah khusus
yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu lokasi yang didistribusikan oleh
peinerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional
khusus.

Sepanjang pengalokasian dana DAU dan DAK oleh pemerintah pusat,
Provinsi Jawa Timur tidak mendapatkan dana DAK, tetapi hanya DAU saja.
Setelah tahun anggaran 2002, besarnya dana perimbangan ini secara nominal
maupun proporsi besamya semakin kecil. Apabila sebelumnya dana perimbangan
masih menggunakan konsep SDO dan bantuan pembangunan yang besarnya
kurang lebih 20% dari proporsi APBD, namun setelah diubah menjadi
DAU/DAK, pemerintah Jawa Timur hanya menerima dana perimbangan yang
berasal dari DAU (Jawa Timur tidak menerima DAK) sebesar kurang lebih 10%
dengan proporsi yang semakin menurun.

Sumber penerimaan lain dari APBD Jawa Timur adalah dana perimbangan
yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber penerimaan ini
mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 20,29% antara tahun
1994/1995 sampai dengan 1998/1999. Sedangkan pada tahun anggaran
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1999/2000 sampai dengan tahun 2003 meningkat dengan sangal tajam, yaitu
sebesar 35,23%. Hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah
dimana terdapat perubahan persentase atas provisi bagi hasil pajak dan bukan
pajak. Tabel 3 di bawah ini adalah rangkuman persentase dana bagi hasil yang
diperinci untuk pemerintah pusat dan daerah sebelum dan sesudah diterapkannya
UU otonomi daerah No. 25 tahun 1999.

Tabel 3
Persentase Dana Bagi Hasil

untuk Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten / Kota

Scbelum UU No, 25/1999 Setelabh UU No. 2571999
' Tanpa | Dengan
Jenis Pusat | Prov | Kab/Kota | Pusat | Prov | Semun | Sumber | Sumber
Daya Daya

Pajak Bumi dan Bangunan 10 16,2 64,8 10 16,2 84 - T .
13ca Perolchan Hak Ats ‘tanah | 20 16 64 20 16 64 - -
dan Bangunan
furan [ lak Penguasaan Hutan 55 30 15 20 16 - 32 32
Provisi Sumber Daya [Hutan 30 70 - 20 16 - 0 64
luran Liksplorasi dan 20 16 64 20 16 - 32 32
Eksploitasi Pertambangan
Land Rent Perlambangan 20 16 64 20 16 - 0 64
Royalti Minyak 100 - - 85 3 - 6 6
Royalti Gas 100 - - 70 6 - 6 12
Perikanan - - - 20 - 80 - -

Struktur pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan. Yang dikategorikan sebagai pengeluaran rutin adalah pengeluaran
yang dilakukan secara terus menerus untuk menunjang kegialan pemerintahan,
seperti : belanja pegawai, belanja barang, pembayaran hutang dan bunga, dan lain-
lain, Pengeluaran pembangunan merupakan pembiayaan proyek yang terdiri dari
20 sektor.
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Besarnya belanja rutin dan belanja pembangunan dalam APBD Jawa
Timur menunjukkan nilai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Pengeluaran pembangunan menunjukkan peningkatan yang jauh lebih besar, baik
secara nominal maupun secara proporsional. Turunnya pengeluaran rutin
disebabkan karena adanya penurunan pada pos sumbangan ke daerah bawahan.
Sejak tahun anggaran 1999/2000 (kebijakan otonomi daerah), pengeluaran rutin
untuk sumbangan ke daerah bawahan turun sampai 35,83%. Sumbangan ke
daerah bawahan adalah pengeluaran rutin pemeriniah provinsi Jawa Timur ke
daerah-daerah di lingkat bawahnya. Dengan adanya kebijakan olonomi daerah,
maka daerah kabupaten / kota selain terpacu untuk meningkatkan PAD-nya juga
telah memperoleh dana perimbangan yang berupa DAU dan DAK langsung dari
pemerintah pusat. Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam hal pembiayaan dan
opersional.

Pengeluaran yang berasal dari sumbangan daerah bawahan menyebabkan
jumlah pengeluaran rutin semakin berkurang Sebaliknya pengeluaran
pembangunan semakin meningkat. Namun demijkian pengeluaran rutin untuk
belanja anggota DPRD semakin meningkat sejak berlakunya kebijakan Undang-
Undang otonomi Daerah ini. Besarnya pengeluaran ini mengalami peningkataan
yang.cukup besar sejak tahun.1999, yaitu sebesar 40,22%. Dalam UU otonomi
daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD
dibiayai dari dan atas beban APBD.

Secara keseluruhan, performa anggaran pemerintah daerah Jawa Timur,
sudah cukup bagus, dimana besarnya PAD menunjukkan pertumbuhan yang
semakin meningkat. Besarnya dana perimbangan sebelum UU otonomi daerah
menunjukkan bahwa peran PAD {erhadap total APBD hanya berkisar lebih dari
20%, namun setelah tahun anggaran 1999/2000 proporsinya meningkat menjadi
lebih dari 50%. Sedangkan dana perimbangan hanya berkisar antara 30%.
Turunnya peran dana perimbangan terhadap APBD Jawa Timur ini disebabkan
adanya perubahan sumber dana SDO dan bantuan pembangunan yang dirubah
menjadi DAU dan DAK dimana semakin kecil. DAU dan DAK diberikan
langsung oleh pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten / kota.
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1994/95 1997/98 2000 2003

Tahun Anggaran

IIII Penerimaan m PehgeiﬁérénTj Dana Péﬁmbangan o PAD

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka, berbagai terbitan
ana Perimbangan :
¥ 1994/95-1998/89 : bagi hasil pajak/bukan pajak & sumbangan dan bantuan,
> 1999/00 = 2001 : bagi hasil pajak/bukan pajak, SDO, dan bantuan pembangunan.
¥ 2002 - 2003 : bagi hasil pajak/bukan pajak dan DAU/DAK.

Gambar 3
Perkembangan Beberapa Unsur APBD Jawa Timur
Tahun Anggaran 1994/1995 - 2003

V.3 Pola Struktur Anggaran Pemerintah Daerah Jawa Timur Yang

Berasal Dari Dana DAU dan DAK

Salah satu komponen dari dana perimbangan dalam APBD adalah DAU
dan DAK, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan [iskal
atau celah fiskal (fiscal gap), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas
Fiskal. Kebijakan perhitungan DAU tahun anggaran 2003 menggunakan formula
dengan konsep kesenjangan fiskal yang diatur dalam PP 84/2001 sebagai
perubahan atas PP 104/2000 tentang Dana Perimbangan (digunakan dalam
perhitungan DAU tahun anggaran 2002). Selain dengan formula kesenjangan
fiskal, perhitungan DAU juga ditentukan dengan menggunakan [aktor
penyeimbang (FP) berupa Alokasi Minimum (AM).

Ditetapkan dalam rapat Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah
tanggal 10 Juli 2002, bahwa penyempurnaan formula dan perhitungan DAU
dilakukan dengan (Kuncoro, 2004 : 30-31):
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1. meningkatkan akurasi dala dasar yang digunakan;

2. mengurangi porsi DAU yang diperhitungkan dalam alokasi minimum dan
memperbesar porsi DAU yang dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan
keuangan antar daerah (perhitungan DAU dengan formula dalam PP
84/2001);

3. diupayakan untuk tetap memperishankan bahwa tidak ada daerah yang
menerima DAU tahun anggaran 2003 kurang dari atau minimal sama dengan
DAU plus Dana Penyeimbang tahun anggaran 2002. oleh karena itu,
diberikan tambahan dana melalui Dana Penyeimbang tahun anggaran 2003.

Formula DAU tahun anggaran 2003 berdasarkan PP Nomor 84/2001 yang
diterapkan juga untuk provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut (Sidik, 2003;
Kuncoro, 2004 : 31) :

DAYy, = AM+KF

AM = L8 + agaji

K¥F = BDx DAUn

BD = (Eb].‘ - En!-)
(KbF - Kpl)

Keterangan :
DAU
DAU, = Dana Alokasi Umum Seluruh Provinsi
AM = Alokasi Minimum
KF = Kesenjangan Fiskal

Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Timur

BD = Bobot Daerah Jawa Timur

LS = Lumpsum

aGaji = Proporsional berdasarkan kebutuhan gaji
KbF = Kebutuhan Fiskal dari Provinsi Timur
KpF = Kepasitas Fiskal dari Provinsi Jawa Timur
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Tabel 4
DAU Jawa Timur Tahun 2001 - 2003 (Dalam Juta Rupiah)
Tahun DAU DAK DAU Seluruh Peran DAU
Prov,Kab/Kota Jatim thd
(Juta Rp) (Milliar Rp) | DAU Seluruh
Provinsi (%)
2001 405.152 -- 60,517 0,67
2002 453.210 - 69.114 0.66
2003 414318 -- 76.978 0,54

Pertumbuhan selama tahun 2001 — 2003 : 0.75 %

Sumber : Jawa Timur Dalum Angka, Statistik Indonesia, 2001-2003.

Besaran DAU provinsi Jawa Timur selama tahun anggaran 2001 - 2003

adalah relatil’ konstan.

Bahkan apabila dilihat dari proporsinya terhadap total

DAU vyang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap seluruh provinsi dan

kabupaten / kota, besarnya semakin menurun, Hal ini salah satu sebabnya karena

pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dan f[iskal yang ditekankan pada

pemerintah daerah kabupaten / kota.

2001

2002

Tahun

0

2003

_BAU‘Iatim 8 DAU Nasional_

80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka, Statistik Indonesia, 2001-2003.

Gambar 4

DAU Jatim dan Total DAU Nasional Untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota
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Dapat dipahami bahwa DAU provinsi akan relatif konstan, sebaliknya
DAU kabupaten / kota akan senantiasa semakin besar. Hal ini karena
kecenderungan desentralisasi pada daerah kabupaten / kota. Namun demikian
sebaliknya, dana bagi hasil yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak
terdapat kenaikan penerimaan karena adanya perubahan persentase yang diterima
oleh pemerintah provinsi Jawa Timur setelah kebijakan UU No. 25 tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Dengan kebijakan desentralisasi diatas, maka DAU untuk kabupaten / kota
akan semakin besar, sedangkan DAU provinsi .lebih kecil. Alokasi Minimum
untuk provinsi semakin kecil dan untuk kabupaten / kota semakin besar.

Di bawah ini adalah skema dasar penerimaan DAU untuk seluruh daerah

termasuk daerah provinsi Jawa Timur :

KAPASITAS FISKAL VARIABEL FISKAL
e Polensi industri e  PDRB Industri & Jasa
i e  Bagi Hasil SDA, PBB,
| *  Potensi SDA I::> Pogi Hs
e Potensi SDM A .
A
Menurut PP Dana Perimbangan Formula
Uu25/1999 DAU 2002
y
KEBUTUIIAN FISKAIL. VARIABEL KEBUTUHAN
¢ Jumlah penduduk v e Jumlah penuduk
——| o s wilayah > [ o Lawswigah
e Kcadaan geografi o  Kepudatan penduduk
e Penduduk miskin e  Indcks Harga Bangunan
e Proverty Gap

(Sumber : Kadjatmiko & Mahi, 2003; Kuncoro, 2004 : 31)

Gambar 5
Skema DAU 2002
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Tabel 5
Komposisi Bantuan Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
Tahun Anggaran 1999/2000 - 2003

Tahun SDO Bantuan | Total Banin | Pengclurm | Pengelran | Pengelran Rasio Rasio Rasio
Pembngn | Pemcrintah Rutin Pembangn Total Grants thd | Grants thd | Grants thd
(QGrants) Pengelurn | Pengeluarn Total
Rutin Pembgn Pengelam
99/00 92.879 151.917 244.796 392.900 436.547 846.772 62,30 56,08 28.91
2000 || 77.906 | 189.571 267.477 387.473 446.343 852.181 69,03 59,93 31.39
| Tahun DAU DAK Total Bantn | Pengclran | Penpelran Penglran Rasio Rasio Rasio
Pemerintah Rutin Pembangn Total Granis thd | Grants thd | Crants thd
(Grants) Pengelurn | Pengelum Total
Rutin Pembgn Pengelarn’
2001 1 gos,052 | 0 405,152 | 694,597 | 1,178,610 | 1,508,056 | 58.33 34.38 21.23
2002 453,210 0 453,210 084,646 | 1,830,503 | 2,934,878 46.03 24.76 15.44
2003 414,318 0 414,318 1,230,277 | 2,243,801 | 3,532,058 33.68 18.46 11.73

Sumber : Jawa Timur Dalum Angka, berbagai torbitan

Setelah kebijakan UU Otonomi daerah, seperti terlihat pada Tabel 3 di atas
bahwa rasio bantuan pemeriniah (grants) terhadap pengeluaran rutin, pengeluaran
pembangunan, dan total pengeluaran semakin menurun. Hal ini mengindikasikan
bahwa ketergantungan di bidang keuangan antara pemerintah provinsi Jawa
Timur terhadap pemerintah pusat semakin menurun.

Peran bantuan pemerintah terhadap APBD Jawa Timur semakin turun.
Pendanaan pengeluaran rutin yang semula didominasi oleh pembiayaan yang
berasal dari pemerintah pusat, seiring berjalannya proses desentralisasi, maka
peran pemerintah pusat semakin kecil.

Pada tahun anggaran 2001, dimana grants pemerintah pusat diubah
menjadi DAU dan DAK, maka rasionya menjadi semakin kecil. Besarnya DAU
provinsi yang diterima pemerintah daerah Jawa Timur didasarkan pada alokasi
minimum yang semakin kecil. Pada tahun anggaran 2003, alokasi minimum

provinsi turun dan 50% menjadi 40%.
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V4  Proses Kemandirian Pemerintah Provinsi Jawa Timur Di
Bidang Keuangan Setelah Adanya Dana Perimbangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah : Tercipta atau Tidak ?

Sebelum kebijakan UU Otonomi Daerah tahun 1999, realitas hubungan
fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Jawa Timur, ditandai
dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah di Jawa
Timur. Hal ini ditandai dengan rendahnya rasio antara PAD dengan total
pendapatan daerah. Peran PAD terhadap total APBD Jawa Timur kurang lebih
hanya 20%. Pemerintah Jawa Timur mempunyai tergantungan fikal yang tinggi
terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari relatif rendahnya PAD dan
dominannya transfer dari pusat tersebut.

Penyebab utama rendahnya PAD yang menyebabkan besarnya
keterganiungan pemerintah Jawa Timur terhadap subsidi pemerintah pusat antara
lain’:

1. perusahaan daerah kurang berkembang, sehingga perannya kecil terhadap
pendapatan daerah.

2. lingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Beberapa pajak utama
(PPH, PBB, dll) dikelola dan ditentukan tarifnya oleh pemerintah pusat.

3. walaupun pajak daerah di Jawa Timur cukup beragam ternyata hanya sedikit
yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. (kurang efektif dan
efisiennya pemungutan pada beberapa jenis pajak daerah. Biaya pemungutan
an beberapa pajak daerah masih cukup besar. Masih terdapat kebocoran.

4. subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih banyak bersifat block
grant, bukan specific grant. Subsidi yang bersifal block grant tidak
memberikan keleluasaan dalam penggunaan dana (kelemahan dalam

pemberian subsidi).

Setelah kebijakan UU Otonomi Daerah, pada tahun anggaran 1999/2000
peran PAD meningkat diatas 50%. Hal ini salah satu sebabnya adalah adanya
kebijakan desentralisasi di bidang fiskal, yaitu perpajakan dan anggaran. Adanya
kebebasan dalam penggunaan DAU, perubahan pengelolaan dan tarif pajak yang
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diterima pemeriniah provinsi Jawa Timur (dana berimbang) mendorong
perubahan rasio PAD terhadap sumbangan pemerintah pusat.

Tahun Anggaran 1999/2000 - 2003

Tabel 6
Komposisi PAD Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tahun

PAD Pengeluaran | Pengeluaran | Pengeluaran | Rasio PAD | Rasio PAD | Rasio PAD
Rutin Pembangn Total thd Pengl | thd Pengl | thd Peng!

Rutin Pembangn Total
1999/00 | 539,967 392,900 436,547 846,772 137.43 123.69 63.77
2000 787,065 387,473 446,343 852,181 203.13 176.34 92.36
2001 | 1,310,615 694,597 1,178,610 1,908,056 188.67 111.19 68.68
2002 |1,797,053 984,546 1,830,503 2,934,878 182,53 98.17 61.23
2003 | 2,196,866 1,230,277 2,243,891 3,632,968 178.57 97.80 62.18

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka, berbagai terbitan.

Dari Tabel 4 di atas, terlihat bahwa rasio PAD terhadap pengeluaran rutin
bernilai diatas 100 dan semakin meningkat. Artinya bahwa nilai PAD selalu
melebihi dari pengeluaran rutin. Hal ini menunjukkan bahwa setelah kebijakan
UU otonomi daerah, tingkat kemandirian pemerintah provinsi Jawa Timur di
bidang keuangan semakin meningkat. Salah satu indikator tingkat kemandirian
suatu daerah adalah apabila PAD-nya mampu membiayai pengeluaran rutinnya.

Apabila dianalisis lebih lanjut, bahwa peran PAD Jawa Timur secara
relatif semakin besar. Artinya dibandingkan dengan besarnya dana perimbangan,
maka PAD Jawa Timur semakin besar. Di sisi lain, besarnya pengeluaran rutin
dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan semakin kecil. Sehingga dari
kedua sisi PAD dan pengeluaran rutin tersebut akan menghasilkan rasio yang
semakin besar.

Semakin meningkainya PAD menggambarkan semakin tingginya
kemampuan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menggali sumber-sumber
keuangan daerahnya sendiri. Dengan demikian, kemampuan untuk
menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan indikator desentralisasi fiskal
semakin besar.

41

LAPORAN PENELITIAN NURUL ISTIFADAH ANALISA DANA ALOKASI...




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lebih lanjut, apabila melihat rasio PAD terhadap pengeluaran
pembangunan menunjukkan rasio yang semakin turun, Hal ini disebabkan karena
terjadinya lompatan peningkatan pengeluaran pembangunan yang jauh lebih besar
pada tahun anggaran 2002, yaitu dari Rp 446.343 juta pada tahun 2001 menjadi
Rp 1.178.610 juta. Sehingga dari beberapa indikator diatas, dapat disimpulkan
bahwa performa anggaran untuk pemerintah daerah Jawa Timur setelah kebijakan
UU Otonomi Daerah semakin baik. Pembangunan fisik di Jawa Timur sangat

pesat dan tingkat ketergantungan fiskal anlara daerah Jawa Timur terhadap
pemerintah pusat semakin kecil.
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Dari hasil penelitian diatas, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

LAPORAN PENELITIAN
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

. Pola struklur anggaran pemerintah Jawa Timur sebelum dan sesudah

kebijakan UU Otonomi Daerah tentang dana perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah :

Sebelum Kebijakan Otonomi
Daerah

Setelah Kebijakan Otonomi Daerah

Selama 32 tahun masa orde baru,
APBD Jawa Timur dilaksanakan

berdasarkan  prinsip  anggaran
berimbang yang dinamis.
Penerimaan yang berasal dari
pinjaman  diistilahkan  sebagai

penerimaan pembangunan.

Dalam orde reformasi, sistem
anggaran daerah Jawa Timur berubah
menjadi anggaran defisit. Terdapat
pos pinjaman pemerintah daerah.

Penerimaan daerah terdin dari
penerimaan rutin dan penerimaan
pembangunan.

Penerimaan daerah terdiri dari PAD,
dana perimbangan, pinjaman, dan
bagian pendapatan lain yang sah.

Penerimaan rutin didominasi oleh
sumber yang berasal dari sumbangan
dan bantuan pemerintah pusat.

= Penerimaan daerah didominasi
oleh penerimaan yang berasal dari
PAD.

= Komponen terbesar dalam
pembentukan PAD adalah pajak
daerah,

®= penerimaan  sumbangan  dan
bantuan dirubah menjadi SDO dan
bantuan pembangunan.

* Tahun anggaran 2001 SDO dan
bantuan pembangunan dirubah
menjadi DAU dan DAK

. Terjadi perubahan yang mendasar pada sistem fiskal di Jawa Timur setelah era

otonomi daerah. Pemerintah Jawa Timur mempunyai tergantungan fikal yang

linggi terhadap pemerintah pusat sebelum pelaksanaan kebijakan otonomi
daerah. Hal ini terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer
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-dari pemerintah pusat tersebut. Peran PAD terhadap total APBD Jawa Timﬁr
kurang lebih hanya 20%. Namun demikian, setelah éra kebijakan otonomi
daerah, peran PAD meningkat diatas 50%. Hal ini di sebabkan antara lain
karena adanya kebijakan desentralisasi di bidang fiskal, yaitu perpajakan dan
anggaran, adanya kebebasan dalam penggunaan DAU, dan perubahan
pengelolaan dan besarnya tarif pajak yang diterima pemerintah Jawa Timur
(dana berimbang).

Pola strukiur anggaran pemerintah Jawa Timur yang berasal dari dana DAU

dan DAK ;

a. DAU adalah block grant yang diberikan kepada semua daerah untuk
tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fisik
dacrah, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip
lertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan
terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya.
Sedangkan DAK ditujukan uniuk daerah khusus yang terpilih untuk
tujuan khusus. Karena itu lokasi yang didistribusikan oleh pemerintah
pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional
khusus. Sepanjang pengalokasian dana DAU dan DAK oleh pemerintah
pusal, Provinsi Jawa Timur tidak mendapatkan dana DAK, tetapi hanya
DAU saja

b. DAU provinsi Jawa Timur relatif konstan, sebaliknya DAU kabupaten /
kota senantiasa semakin besar. Hal ini karena adanya kecenderungan
desentralisasi pada daerah kabupaten / kota. ~ Namun demikian
sebaliknya, dana bagi hasil yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan
pajak terdapat kenaikan penerimaan karena adanya perubahan persentase
yang diterima oleh pemerintah provinsi Jawa Timur setelah kebijakan
UU No. 25 tahun 1999.

c. Dengan kebijakan desentralisasi diatas, maka DAU untuk kabupaten /
kota akan semakin besar, sedangkan DAU provinsi lebih kecil. Alokasi
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Minimum untuk provinsi semakin kecil dan untuk kabupaten / kota

semakin besar.

4. Tidak terdapat permasalahan fiskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya
UU tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di
Jawa Timur. Justru terdapat performa yang semakin bagus dari sisi struktur
penerimaan anggaran daerah Jawa Timur, yaitu dengan makin besarnya peran
PAD menggantikan sumbangan dan bantuan pmerintah pusat. Besarnya dana
perimbangan sebelum UU otonomi daerah menunjukkan bahwa peran PAD
terhadap total APBD hanya berkisar lebih dari 20%, namun setelah tahun
anggaran 1999/2000 proporsinya meningkat menjadi lebih dari 50%.
Sedangkan dana perimbangan hanya berkisar antara 30%.

5. Dengan adanya kebijakan tentang dana perimbangan antara pemerintah pusal
dan daerah dapat menciptakan proses kemandirian pemerintah provinsi Jawa
Timur terutama di bidang keuangan (anggaran penerimaan).

a Sebelum kebijakan UU Otonomi Daerah tahun 1999, realitas hubungan
fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Jawa Timur,
ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan
daerah di Jawa Timur. Hal ini ditandai dengan rendahnya rasio antara
PAD dengan total pendapatan daerah. Peran PAD terhadap total APBD
Jawa Timur kurang lebih hanya 20%. Pemerintah Jawa Timur mempunyai
tergantungan fikal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat
dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat tersebut.
Setelah kebijakan UU Otonomi Daerah, peran PAD meningkat diatas
50%.

b. Secara keseluruhan, performa anggaran penerimaan pemerinlah'daerah
Jawa Timur cukup bagus, dimana besamnya PAD menunjukkan
pertumbuhan yang semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa
ketergantungan di bidang keuangan antara pemerintah provinsi Jawa
Timur terhadap pemerintah pusat semakin menurun.
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V1.2 Saran

Pemerintah daerah Jawa Timur semakin mempunyai keleluasaan dalam
penggunaan anggarannya dan semakin sedikit kontrol dari pemerintah pusat
terhadap penggunaan anggaran daerah. Adanya pelimpahan wewenang di bidang
anggaran, yaitu sumber dana PAD dan dana perimbangan, maka pemerintah Jawa
Timur semakin memiliki kewenangan dalam menggunakan anggarannya untuk
kepentingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunannya. Namun
demikian, besarnya anggaran penerimaan yang diperoleh, baik dari PAD, DAU,
DAK maupun dari sumber-sumber yang lain hendaknya harus lebih efisien dalam
penggunaannya.

Dalam rangka otonomi daerah, pemerintah Jawa Timur sebagai lembaga
publik tidak hanya mempunyai kewajiban dalam mengalokasikan anggarannya
secara efisien (deentralisasi keuangan), tetapi juga harus melakukan desentralisasi
pelayanan kepada masyarakat. Desentralisasi pelayanan yang dimaksud adalah
menggantikan peran pelayanan publik dari pemerintah pusat oleh pemerintah
daerah Jawa Timur, seperti pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain
lain.
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Tabe) Lampiran 1a
STRUKTUR ANGGARAN PENERIMAAN DAERAH JAWA TIMUR
JAHUN 1934/1895 - 1998/1999 (DALAM JUTA RUPIAH)

Ursian Keglatxn 1894195 | Peran | 100500 | Peran [ 100607 | Peran | 1007/98 | Porsn | 1092788 | Peran | Pertumb
™) % % %) (%) o
Pendspatan Rutin 1.315,560] 88.77 | 1.484,371] 8950 | 1.092322] 01,04 | 1.807.320] 8815 | 788,078] 9223 | (9.79)
1 Staa Lobih Angoaran Tatun Laky ses) 233 100,458] 6.08 130,554} 7.02 80.330] 4.2 T1.511] 208 7.53
2 Pendapsian Ash Deerah Noew| 20 44000) 2050 | 503088} 27.08 | 564300] 2083 | 3IRT05| 4078 | 325
Pajzk Dacrahy 202033] 9.7 375,415 22008 420897 07 <8,272] 2295 N2 458] 3874 2
Retritesi Oaerah 20026] 100 47503] 289 56,87] 3.02 55,707 263 34.2710] 42 3
Lada Ponszhazn Dasrah sl 003 S76] 0.0 9| 0.02 48| 002 32 o.10 1671
Pererimaan Darl Dinas 11,878] 0.80 7.716] 047 8,148] 044 14998 0.7 15,301 1.1 832
Lelnyn 6,448 0.44 0053 085 0,538] 051 10.835| 0.51 wose| 212 | 2207
3 Bagisn Bag Hasil Pajak / Bukan Pajak 250| 223 32074} 190 47,2281 254 50,803} 2.8 2,087 975 | 202
4 Sumbangan Dan Bantuan 908,470 61.20 010,320 54.84 | 1,011,442] 54.41 | 1,182,808) 8442 | 226,775 286t | (24.24)
Pendzpatan Perbangunan 77} 001 21] oot 197 o 177] o0 285] 003 | 2803
1 Pinjaman Pemerinizh Dsersh o] oo0 o] 000 o] o.00 o] o000 o| 000
3 Pirfaman urtuk BUMD 77} aot 21} 00t 197{ Qo1 | oo 265 o | 2803
Pendazatan Unsan Kas & Perfétungan 160305) 11.22 172,285 1040 105,432 205 250,854] 1164 65923 7.3 ] (16.90)
Juniah Penorimasn 1,482.242) 10000 | 1,650,807] 100.00] 1.858051] 100.00] 2.118.400] 100.00] 852.255] 100.00 | (10.48)
Sumbor. Jawa Timur Datam Angka datam berbagal lerbitan
Taten snggaren 1894/1995 yang pos 5 gEn & Bantuan agatah pos Oarl Pemeriniah & tnstansi

Sefak Tahun Anggaren 1099 tidak tordapat lagl pos Pencrimaan Darl Dinas; dan ddasesian dar tahun kalendor

Tabel Lampiran 1b
STRUKTUR ANGGARAN PENERIMAAN DAERAH JAWA TIMUR
TAHUN 1999/2000 - 2003 {DALAM JUTA RUPIAH)

Ursizn Kegiatan 189600 | Peran 2000 Peran 2001 Perzn 2002 Perxn 2003 Peran | Pechurt
08 o o) [x3} %) ™)
Pendapatan e71,014] B3.18 | 1,200.263| 83.57 | 2,645207| 97.68 | 3.534,730] 0671 | 3.976.400| 6254 | 3258
1 Sise Lebih Anggeran Tatun Laks 020} 7.58| 144.343] 1090 402452} 1707 | ¥72000] 21.12| 710.885F 17.84 | 8548
2 Pendapaten Asil Dasrsh s30087] 5454 | 787.068] 50.89 ] 1,310515] 48.38 | 1,707.053] 49.17 | 2,108.680| S54.44 | 3240
Pajak Dacrah 465908] 4708 | 650.010| 80.10 | 1,149,792| 4244 | 1,558,762 4251 | 1.010408| 47.38| 3260
Retribusi Dacrsh 08| 262 22801 179 32448 120 23560) o06s| 27233 oer| oge
Laba Pecusahasn Dacrah ex2| ooo 1,5%0] 0.14 4330| 015 a,000] 113| s0sm] 1.25] 12478
Lainnys asqs8| 4s0| r02888] 7.82] 124225] 40| 1veear] 4ss| 22s540] s47] 3560
3 A g boresal & Pembark
Pemeriniahatau instansl yg Bh tog 3399 | 36279 27.50| es0700] 2402 748.760] 2043 | 760581] 1934 18232
Bagl Hasll Pajek 780| 82037 eas| 21172| 722] 260807] 744| 3s3009] 875| 382
Bagi Hsd Budan Papk 138 12650 098] M| 128 32743] o000 13204¢] 033| 0
Subysidh Dasch Otonom(SDOYDAL 38| 7r008f 892] 405152| 1498 ] 453210] 1240 414318] 1027 ] 3488
Gantuan Pembangunen / DAK 15.34 189.671] 14.42 o| ooo o] 000 o] 000
Penorimazn Lairnya 000 o] 000 o 000 o] o000 o] oo00
4 Bagian Pinaman Pemofinish Casrsh 165 1078] Q.14 10224 o040 11076] 032 723} 002 (48.43)
Pirgaman Dart Dslam nwgert 185 1.078] Q.14 10.824] 040 nere] 032 23| 002 | (4640
Pign dari Pone Pusat 0.00 ol o000 of ooo [ T ol ooo
Ping & LK D Negert 1.68 1078] 0.4 10482¢| 040 o] oo0 ol 000
Pinjamaen Dart Luar Kegeri o000 o] 000 o| aoo o] ooo o] o000
o Gaglan Lain Pendapatan yang sah 000 o oco| 2t0808] 778| 207.460] se6r| 2aser| eso
Oana Kertijensd 00 o] ooof 171308} a32 o] oo o] o000
Tambatan Dare Kortijensi 000 o] ooo{ 39501} 148 o] o000 ol 00O
Dana Porrysimbang 0.00 o] ooo of oon| 207160] ser| 278881 es0
Ursan Kas dan Peritungan 18101] 184 10,783 143 o:.ml 234 120.400' 3 n.ml 140] 2048
__Jumish Ponerimeen__ 105] 10000 | 1.315,009] 10000} 270880010000} 3:036138] 0000 | 435.239] 10000 ] 3245

Sumbor: Jawa Timr Dalam Angia dalam berbagal terbiten
Sejak labun anggaran 1809 tidak tordzpat g pos Peneriraan Durl Diras pada PAD

Sejak Tahun Anggaran 2000 paca lfun
Sejak taun srggaren 2001 lerdapat pos Bagian Lain Pendepatan yang Sah (dana kontjenct)
Sajak tabwn anggaran 2001, $00 dan & vad DAY dan DAK

wmmmmmwwﬁmmmmmmmmlum
Sejsk tahun anggaran 2002 pos Tambatan Dana Kentijensl bentah menjsd pcs Dine Penyeizbang
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STRUKTUR ANGGARAN PENGELUARAN DAERAH JAWA TIMUR

TAHUN 199411895 - 1998/1999 (DALAM JUTA RUPIAH
Ursian Belarja 100488 | Peran

1996807 | Persn | 1907/68 | Peran | 1968/88 | Peran | Portumb
%) (%) %) L) %)
Betarga Rutin 1010048] 2272 89.45| 1,185.108] 65.83) 1383.525] 60| 4080a2] s28¢] (1858
1 Belarje Pogawel 050318] 61.87 58.74) 5305] 1,007.609] 53.17| 141088] 18.42] 3020
Belanja DPAD / Kepaia Dasrah dan Wakd o] o0 049, o8] asef 12ses] et tasm2 uJ s
Setanja Barang 5577|472 a82] o00s0] «ss| 23] 481 oss2] 12s8] ato
Biays Pemetharaan 11007] 0.0 oor] 18305] 10| 2daw| 1] 216 281 3420
Pedatsran Diras 2018} o 0.0 440|029 ss04| ©027] eoss] are] 4528
Belarga Lainain so087| 23 200] s41%0| so1| esazso| 38| s1oos} ses| 1052
Angsusan Pijaman, Hutang dan Bunga n| oot 0.02 zs| om 176] o0t sos] o007 4580
Penstin o] oo 0.00 o] a0 o] o000 o] o00o] ooo
e 0 Daorsh Bewsh zs.m[ 2.9 28| 4v422| 263] ssee2) 04| 5523 1.11t 9295
Pengokizran idak termasul bagian ke om| o7 o] 1s101] ose] a:3es] 10e] 18389] 230] 1385
Pengeisaran Tak Verduge sca| o004 om o7y 004 130] oos| se«s8| onf sora
Belerys Peabangunan 205.434| 1479, 19.82] 410459] 23.28] 420.484] 2085| 300394] 38907] 790
Belarga Pacrbangnan (20 sektor + tubeidl) 208434) 1479 19,53 «a.«ol 2325] «20484] 2085 300394} saer| 790
Unzsan Kas dan Pertetungen 173838 1240 11.00] 108sse] 092] 2s5ss¢] 9240] e2410] s10] 1850
Juriah 1.389.017] 100.00 100.00] 1,800,124] 100.00] 2.045.566] 100.00] 770.858] t0000{ c13.19)
Sumber: Jawa Tirwr Datam Anghca datam bertagal terbiian
Tatun angGaren 1994/05 lidak lerdzpat poe Bolargs DPRD/Xepata Daerah dan Wl
Tabel Lampiran 2b
STRUKTUR ANGGARAN PENGELUARAN DAERAH JAWA TIMUR
TAHUN 199471995 - 1998/1999 {DALAM JUTA RUPIAH
Ursian Belxrja 1996/00 | Peran 2000 Peran 2001 Poran 2002 Poran 2003 Peran | Portumd
o) [v.] %) %) (o)) %)
Betara Ruttn 302900] 40.40] 387473 4s47] ev4507| 3844 aus«J 383| 1.2%0277] 34.82] 25.6¢
1 Belarje Poguwel 904201 10e8] 70884 04| 205404 15%0] 427308] 1480] w0a54] 13087] <022
Betanjs BPRD aro] an| 00| w21] 2mees]| s47] 20950] a7} 22808] oss] 278
Betarga Kepata Daesah am}  ose 1918) o2 20882] o.18) s3] on 4584] 013] ey
Betaria Barang 120541] 1530] 101,788] 11.04] tev978| ss0] 100314] 048] 230950 677] 1305
Blaya Psmettarazn 2613] 350 2808 2] «e981| 232f ss4ss] 220 ee10] 226] 2195
Betarja Perjalanan 705e| o083 a408| o07¢] 11.780] o0eaf 23105 079] 3144 088 2487
Betania Lalntain sl 7as]  apo21] sys]  oe208] «n} 134218] «87] 170220} s.04) 2400
Angwursn Pinjuman, Hulang dan tanga 174] a4 ares| o4 s760| o30 ag00] ©0972] 4s47] o013] 300
GenjarmvubaidiSumbg asrsh Besahon (L3 Y ] BERT.XT] B R T s0| o004 so68] aoe 78] aos] sy
tidak baglan btn 783 37| 25301 207 mars| s]  soza2] 173] 72204  204f 1783
W-.’m'rm 15420] 142} 733s7] se4] 16283} oss] e2004 zs:ﬁ 108,940] 300} 47.01
Betarge Pembangunan Qesar) s1ss]  ws3es] s238] 1978010] srad] res0sm] s237] 2243801 e3se] dare
Betargs Pombangusmn (20 sektor ¢ subekd) 8sa] s1ss] o] s238] va72010] erme]| resosm] emas7] 2243001 ease] 387¢
Unssan Kas dan Perhitungan 17328] 208 n3es| 218] a2840] 172] 110828] 408] s8700] 1.ee] 2768
Suriah Pengeuaran 48,772 100.00] as52.161] 100.00] 1.008.056] 100.00] 2.834.078] 100.00] 3.532938] 100.00] 33.07

Sumbor: Jaww Thmur Dalam Angka dalam borbagal terbitan
Mzl tahun anggaran 2002, istiizh pos Ganjaran/SubsldUSumbangzn Dacrah Bawshen diganti dengan BANTUAN KEUANGAN
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Tabael Lamplran 3
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REKAPITULAS| ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH JAWA TIMUR

TAHUN 1994/1998 - 2003 (JUTA RUPIAH)

Uraian Kegiatan 109495 | Peran | 120508 | Peran | 1698%7 | Persn | 199708 | Peran | 1983m00] Peran | 109900 Peran | 2000 | Peran | 2001 | Peran | 2002 | Peran | 2000 | Peran | Perums
(%) (%) [\ i) %) %) %) o) 08 1 (%)

Fentapatan Ruin 1310080 8877(1.484371] 09.50] 1692322 91.06|1,£87.328| ea1s| 7esore| 5223] 6ss.se2] a5 1.204300] 5s4d] 2423608| s0.47]3315903] 072|3e0r.118] 02| 108
Sisa Latih Anggaren Tahun Lak aeses!  223] 100458] 808 130554] 702] #9330] 422) 7s11]  9.00] 70020] 78| 144842] 1089] e824s2] 12.07] 772080] 2112 71am| 1784 3847
Pendapstan Asi Deerah 30520] 2203 440,822] 2839| soaoss| 2w7os| seasmof 20| 308705 «078| s30967] sas¢| 787088| s0ss| 1310518 4838]4.707.053] 40.97|2.198888] seds| 2082
Bagian Bag Masil Pajak / Bukan Pejak 32968) 22) 2207| 158] «47.228| 284] sesma| zea| svom| e7s| e17se] ez| esa0e] 725] 24ss48] 008| 200350] a03]| 3se248] 08| 2
Sumbangtn dan Bashan 908.470] 81.20] 910.320] 84.04] 1,011.042] S4.41]1,152005] seaz} 28775) 2081 2ea708] 2472] 207477 2034 405.1321 1496| 453210 1240| s1eMm8] 10| 7.5
ourian / Pinar ] oo »n1] o0t wr| om w7] ooy 28] ooo| tear2| 1es]  1878] 01e] 0824] o040 e8] ox mL oo2| 2500

[pagtan Lain Pencapatan yang ean o] 000 a| oco o] o o] oo o] 000 o] om0 o] ooo] 210808| 778| 207180 ser| 278se1] e
Pendapatan Unsen Kas & Perhitungan 100308 11.22| 172.288] 91040 mmzi 8os| 250804 1184] esena] 7m| tsa0t] 18] 18788  14] eam2| 234 120400] 320 umi 148] (98N
Jumish Pensrimaan 1,856,887 3,633,133] 100.00} 4, 10000 1053
Batarys Ratin 1.057,354 854548 3358}1220277] M2 109
Betaria Pombangunan 1478] 297,204 0184 1830503 237220080 esm| 27
Belaris Urusan Kas can Perhitungan 167,603 1.12' 119.' aps| 8750 unL (t0.28)
Jumish husran 3,382,017] 100.00] 1,522453] 100.00] 1,800,124] 100.00)2,045.888] 10a.0] 770.888] 10a00] ssarr2] 100.00 161] 1caca} 16060860 100.00] 2.034,678} 100.00] 3.532058] 10000] 878

Sumber: Jewa Timur Da'tm Angia ciatam bartiaga) lerbiten

Tahun engperan 109471893 yang dmakeud pos Sumbangan &

deigh pos Oart P
Sejak Takan Angsaran 1600 tdak terdspat g pos Panerimasn Durl Diras; dan didasarian 671 tahun kelender

Sefaktshun 2000 p GAN ENEGANRN tafw
Bajak tahun anggeren 16952000 pos an8
Sejak tatwn sngptran 2002, 800 dan B P dnbah

Sejak tahun anggeran 2001 terdapat pos Bagish Lain Pandapatan yang Szh (dana kontiiersi)

& tnstaned

sed pes 300 DAN BANTUAN PENBANGUNAN
¥aci DAY dan DAK

MWWMMMummmmmmmmmeumw

Cans

Sejak tahun snggEran 2002 pos

| bervbah meniadt pos Dana Peaysimbing
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